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PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BERSAMA

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Nomor : PER-02/SMI/DK/1221
Nomor : PD-024/SM1/1221

TENTANG

ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU

(CODE OF CONDUCT)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO),

bahwa PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“Perseroan”) saat ini
telah memiliki Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi
Nomor: PER-02/SMI/DK/0218 dan Nomor: PD-003/SMI/0218
tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct)
Revisi — I tanggal 23 Februari 2018;

bahwa Perseroan menyadari akan pentingnya penerapan etika perilaku
bisnis dalam pengelolaan Perseroan vyang diharapkan dapat
menciptakan dan mengembangkan Tata Nilai Perseroan (Corporate
Values) yang baik;

bahwa Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Perseroan
berisi tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang
harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan Good Corporate
Governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi dan fairness (keadilan);

bahwa mengingat lingkungan bisnis yang dinamis, maka Perseroan
senantiasa menyempurnakan kebijakan Etika Usaha dan Tata Perilaku
(Code of Conduct) secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai
standar kerja yang terbaik bagi Perseroan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bersama
tentang Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sechat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang
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Nomor : PER-02/SMI/DK/1221
Nomor : PD-024/SM1/1221

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

4, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
4756);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005
tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007
tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk
Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan
Infrastruktur sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 Tahun 2015
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada
Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan
Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 651);

9. Peraturan  Menteri Keuangan Republik Indonesia  Nomor
106/PMK.06/2017 tentang Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan
Komisaris Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan
dan Pengawasan Menteri Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1042);

10.  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6576);

11.  Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
396/KMK.010/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan
Pembiayaan Infrastruktur Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero);
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12.

13.

14.

15.

16.

Memperhatikan § 1.

Nomor : PER-02/SMI/DK/1221
Nomor : PD-024/SM1/1221

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.06/2020 tentang
Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah
Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;

Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Akta Nomor 19 tanggal 16 Oktober 2020
yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta
dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071181.AH.01.02. Tahun
2020 tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero)
PT. Sarana Multi Infrastruktur serta Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0399024 tanggal
16 Oktober 2020;

Peraturan Direksi Nomor: PD-003/SMI/0420 tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Divisi;

Peraturan Direksi Nomor: PD-016/SMI/1221 tentang Perubahan
Ketujuh atas Peraturan Direksi Nomor: PD-26/SMI/1217 tentang
Pembagian Tugas dan Pedoman Kerja Direksi;

Kebijakan Perseroan terkait Tata Kelola Perusahaan (Code of
Corporate Governance);

Memo  Persetujuan Direksi Nomor M-20/SMI/DMKD/DK-
SDM/0914 dan M-31/SMI/DU-DSP/0914 tanggal 11 September 2014
perihal Persetujuan 15 Perilaku Insan Perseroan sebagai Terjemahan
dari Nilai — Nilai Perseroan i-Sprint;

Memo Persetujuan Direksi Nomor: M-48/SMI/DKD/DHC/0916
tanggal 19 September 2016 perihal Penambahan Nilai Budaya
Perusahaan dari 5 (lima) Nilai menjadi 6 (enam) Nilai Beserta
Perilakunya;

Memo Persetujuan Direksi Nomor: M-048/SMI/DMR/DMRT/1121
tanggal 18 November 2021 perihal Persetujuan Direksi atas
Kebijakan Etika & Tata Perilaku (Code of Conduct);

Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor: KS-02/SMI/DK/1221
tanggal 24 Desember 2021 Tentang Persetujuan Usulan Kebijakan
Tata Kelola Perusahaan (Code Of Conduct) PT Sarana Multi
Infrastruktur Periode Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) TENTANG
ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT).
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PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) Nomor : PER_OZ/‘SML[DK/'Izzl
Nomor : PD-024/SMI/1221

Pasal 1
Mencabut Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: PER-02/SMI/DK/0218 dan

Nomor: PD-003/SM1/0218 tentang Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) Revisi
— Il tanggal 23 Februari 2018.

Pasal 2

Dewan Komisaris dan Direksi menetapkan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct),
sebagaimana Lampiran Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini.

Pasal 3

Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 31 Desember 2021

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

\

: \
Mahendra Siregar Edwin Syahruzad

Komis\%ris Utama Direktur Utama
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RIWAYAT PENYUSUNAN

Dokumen Persetujuan

NENIE Tanggal
No Kebij akar_1 Efektif Peraturan _ Keterangan
dan Versi : : Memo Persetujuan
Direksi
1 Pedoman 30/06/2011 M-29A/SMI/D-
Etika Usaha MKD/DMR/0611
dan Tata
Perilaku M-
8/SMI/DU/SP/0611
2 Pedoman 19/12/2014 | PB- Revisi |
Etika Usaha 2/SMI/DK/121
dan Tata 4
Perilaku PD
(Code of )
Conduct) 2/SMI1/1214
3 Pedoman 23/2/2018 | PER- Revisi Il
Etika Usaha 02/SMI/DK/02
dan Tata 18
Perilaku PD
(Code of )
Conduct) 003/SM1/0218
4 Etika Usaha 31/12/2021 | PER- Perubahan Arsitektur
dan Tata 02/SMI/DK/12 Kebijakan Perseroan
Perilaku 21
(Code of PD
Conduct) -

024/SM1/1221

Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)

ifiv
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PERNYATAAN KOMITMEN

KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (Persero)

Berkomitmen untuk menetapkan Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate
Governance) sebagai suatu landasan dan acuan bagi seluruh Insan PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero) dalam menjalankan proses bisnis perusahaan guna mencapai kinerja
perusahaan yang optimal dan juga untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi seluruh
pemangku kepentingan perusahaan.

Etika Usaha & Tata Perilaku ii/iv
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PENDAHULUAN BAB — |

BAB | : PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Etika Usaha & Tata Perilaku merupakan bagian dari pelaksanaan Good Corporate Governance
(GCG) PT Sarana  Multi Infrastruktur  (Persero) yang selanjutnya  disebut
“PT SMI” atau “Perseroan”.

Pada hakekatnya kebijakan tentang Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) Perseroan berisi
tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran
pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas,
Independensi, dan Fairness (Keadilan). Mengingat lingkungan bisnis yang dinamis, maka
Perseroan akan selalu mengkaji kebijakan tentang Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)
ini secara berkesinambungan sebagai upaya mencapai standar kerja yang terbaik bagi Perseroan.

2. Maksud & Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya kebijakan tentang Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)
ini selain untuk memastikan bahwa Perseroan telah mematuhi semua peraturan dan perundang-
undangan yang terkait, namun juga memberikan panduan berperilaku yang wajar, patut dan dapat
dipercaya bagi Insan PT SMI dalam melakukan interaksi terkait hubungan bisnis maupun hubungan
kerja berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya Perseroan. Dengan
demikian, etika bisnis dan etika kerja yang dijalankan dapat dijadikan bagian dari budaya Perseroan.

Penerapan Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) juga dimaksudkan untuk:
a. Mengidentifikasikan nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan Visi dan Misi Perseroan;

b. Menjabarkan Tata Nilai Perseroan (corporate values) sebagai landasan etika yang harus diikuti
oleh Insan PT SMI dalam melaksanakan tugas;

¢. Menjadi acuan perilaku Insan PT SMI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-
masing dan berinteraksi dengan para pemangku kepentingan;

d. Menjelaskan standar dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan
dalam bertindak.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kebijakan ini meliputi pengaturan hubungan Perseroan dan Insan PT SMI dalam
berperilaku dengan Stakeholders dan juga mengatur Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of
Conduct) lingkungan internal Perseroan yang meliputi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas
Syariah, Direksi, dan Karyawan Perseroan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya guna mencapai
visi, misi, dan tujuan Perseroan.

Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) Hal 1/26
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4, Landasan Hukum

Menimbang:

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang — Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang — Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian,
Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal
Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang
Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan Dan
Pengawasan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2017 tentang
Pengelolaan Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di
Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan
Infrastruktur.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 396/KMK.010/2009 tentang Pemberian lIzin Usaha
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan
Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Pada Perusahaan Perseroan
(Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan.

Anggaran Dasar PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Akta Nomor 19 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H.,
M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0071181.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 16 Oktober
2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan

Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) Hal 2/26



javascript:ClickThumbnail(2)

ETIKA USAHA & TATA PERILAKU | Revisi ke: -

(Code of Conduct) Perubahan ke: -

PENDAHULUAN BAB — |

Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur serta Surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0399024 tanggal 16 Oktober 2020.

n. Kebijakan Perseroan terkait Tugas Pokok dan Fungsi Divisi.

0. Kebijakan Perseroan terkait Pe

a T

mbagian Tugas dan Pedoman Kerja Direksi

Kebijakan Perseroan terkait Manajemen Risiko.

Kebijakan Perseroan terkait Penyusunan Kebijakan Perseroan.

r. Kebijakan Peseroan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Memperhatikan:

a. Persetujuan RUPS tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2019 — 2023
dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021, khususnya bagian yang
mengatur Perubahan Visi, Misi dan Tata Nilai Perseroan.

b. Memo Persetujuan Direksi Nomor M-20/SMI/DMKD/DK-SDM/0914 dan M-31/SMI/DU-
DSP/0914 tanggal 11 September 2014, Perihal Persetujuan 15 Perilaku Insan Perseroan sebagai
Terjemahan dari Nilai — Nilai Perseroan i-Sprint.

c. Memo Persetujuan Direksi Nomor M-48/SMI/DKD/DHC/0916 tanggal 19 September 2016,

Perihal Penambahan Nilai Bu
Beserta Perilakunya.

daya Perusahaan dari 5 (lima) Nilai menjadi 6 (enam) Nilai

d. Kebijakan Perseroan terkait Tata Kelola Perusahaan (Code of Coporate Governance)

5. Definisi & Istilah

a. Aset Perseroan

b. Benturan Kepentingan
(Conflict of Interest)

c. Donasi

Aset yang dimiliki Perseroan baik dalam bentuk aset lancar
dan aset tetap seperti : uang, produk, sistem dan perangkat
lunak komputer; perangkat komunikasi; mesin fax dan
fotokopi; kendaraan; data dan informasi yang dilindungi hak
kepemilikan (proprietary), merek dagang Perseroan yang
keseluruhannya disebut juga dengan harta Perseroan.

Suatu kondisi dimana Insan PT SMI dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar
kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan
pribadi, keluarga maupun kepentingan pihak-pihak lain
sehingga mempengaruhi  objektivitasnya pengambilan
keputusan dan pelaksanaan tugas pokok & fungsi sesuai
kewenangan yang diberikan Perseroan.

Sumbangan kepada suatu pihak, perorangan, lembaga atau
organisasi.
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d. Etika Usaha

e. Insan PT SMI

f. Informasi non Publik

g. Komite Etika

h. Hadiah

i. Pejabat Etika

j.  Stakeholders atau
Pemangku Kepentingan

k. Penyuapan / Suap

Sistem nilai atau norma yang dianut oleh Perseroan yang
dijabarkan dari filosofi pendirian Perseroan sebagai acuan
Perseroan dan Insan PT SMI untuk berhubungan dengan
lingkungannya, baik internal maupun eksternal.

Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan
Karyawan Perseroan.

Informasi yang oleh Perseroan belum diungkapkan atau
belum tersedia secara umum bagi publik, antara lain:
informasi yang berkaitan dengan: Karyawan;
Debitur/Pelanggan, Kontrak; Rencana strategis dan program
usaha; Perubahan besar dalam pimpinan; Peluncuran produk
baru; Merger dan akuisisi; Spesifikasi teknis; Penentuan
harga; Data keuangan dan Data lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Komite yang memiliki kewenangan untuk memutuskan hal-
hal terkait penegakan etika dan tata perilaku.

Penerimaan atau pemberian dalam bentuk uang tunai, surat
berharga, jamuan, hiburan, komisi, bingkisan, barang-barang
yang memiliki nilai ekonomis.

Pejabat yang ditetapkan oleh Direksi dengan kewenangan
terbatas untuk memutuskan beberapa aspek penegakan etika
dan sebagai penasehat atas pertanyaan yang diajukan oleh
Insan PT SMI dalam penegakan etika.

Pejabat Etika juga memiliki tanggungjawab atas program
sosialisasi, implementasi koordinasi, serta evaluasi atas
pelaksanaan kepatuhan atas Etika Usaha & Tata Perilaku
(Code of Conduct).

seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung
atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan antara
lain terdiri dari Pemegang saham, pemerintah, karyawan,
kreditur, investor, penyedia barang dan jasa, mitra Kerja,
maupun masyarakat.

Perbuatan untuk menawarkan, menjanjikan, memberikan,
menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya
dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan),
langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan
pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan
atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari
bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
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I.  Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (TJSL)

m. Tata Perilaku

n. Tata Nilai Perseroan

Kegiatan yang merupakan komitmen Perseroan terhadap
pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan
manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan
tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah,
terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan
merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan.

Sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh Insan
PT SMI dalam melaksanakan tugasnya.

Suatu falsafah yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini dan
diterapkan dalam Perseroan secara berkesinambungan yang
dijadikan sebagai acuan dan tercermin dalam etika perilaku
bisnis di seluruh lini dan aspek pengelolaan usaha PT SMI
untuk mencapai tujuan Perseroan.
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1. Visi dan Misi Perseroan
a. Visi Perseroan:
Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
b. Misi Perseroan:

i. Menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur
di Indonesia.

ii. Menciptakan produk pembiayaan yang fleksibel.

iii. Menyediakan pelayanan berkualitas dengan tata kelola yang baik.

2. Tata Nilai Perseroan (Corporate Values)

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Insan PT SMI akan selalu menjunjung tinggi nilai — nilai
Perusahaan (i — Sprint) sebagai berikut:

a. Integrity

Perusahaan yang berkarakter dan melakukan kegiatan usaha sesuai dengan etika serta selalu
mengedepankan tata kelola yang baik.

Integrity diterjemahkan kedalam 5 (lima) Perilaku Utama yang menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi Perseroan, yaitu:

i. Jujur (bertingkah laku sesuai perkataan, berkata sesuai fakta).
ii. Mematuhi peraturan, memenuhi janji dan komitmen.
iii. Disiplin dan tepat waktu.
iv. Menjaga ucapan dan perbuatan.
v. Dapat dipercaya dan teguh mempertahankan prinsip.
b. Service Excellence
Pelayanan konsisten yang memenuhi ekspektasi pelanggan.

Service Excellence diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang menjadi pegangan
dalam menjalankan bisnis dan organisasi Perseroan, yaitu:

i. Pelayanan yang konsisten memenuhi ekspektasi pelanggan dan kebutuhan pelanggan.
ii. Menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan tepat waktu.

iii. Bersikap terbuka dan meminta umpan balik pelanggan (internal maupun eksternal) untuk
melakukan peningkatan Kkinerja.

c. Partnerships

Kemitraan untuk mencapai visi dan misi Perseroan.
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Partnerships diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi Perseroan, yaitu:

i. Mengutamakan kesetaraan, saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
ii. Menjalin hubungan baik dan mampu bekerja sama dengan semua pihak.
iii. Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan Perseroan.
d. Resilience
Daya tahan, konsistensi, persisten, rasa optimis dan tidak mudah menyerah.

Resilience diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi Perseroan, yaitu:

i. Optimis dan fokus pada kekuatan diri.
ii. Gigih dan berkomitmen mencapai hasil.
iii. Konsisten meningkatkan kualitas kerja.
e. Innovation
Memberikan solusi dalam pengembangan proyek infrastruktur.

Innovation diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi Perseroan, yaitu:

i. Kreatif dan forward looking.

ii. Inisiatif, proaktif, dan antisipatif.

iii. Berusaha menjadi lebih baik, terus menerus belajar dan meningkatkan kemampuan.
f. Trust

Perusahaan yang dapat membina kepercayaan pelanggan dan Stakeholders.

Trust diterjemahkan kedalam 3 (tiga) Perilaku Utama yang menjadi pegangan dalam
menjalankan bisnis dan organisasi Perseroan, yaitu:

i.  Transparan dan akurat.
ii. Kompeten di bidang pekerjaannya.

iii. Bertanggung jawab sesuai peran dan fungsinya.
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Etika Usaha yang dijunjung Perseroan dalam menjalankan usahanya adalah sebagai berikut:

1. Etika Perseroan dengan Pemerintah

Perseroan berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara:

a.
b.

C.

Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
Menerapkan standar terbaik (best practices) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dan komunikasi efektif dengan setiap pejabat
negara yang memiliki wewenang pada bidang operasi Perseroan dalam batas koridor hukum,
dengan cara yang etis dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

2. Etika Perseroan dengan Karyawan

Perseroan memperlakukan Karyawan secara setara (fair) dengan tidak membedakan suku, agama,
gender, dan ras dalam segala aspek. Perseroan menyadari bahwa Karyawan mempunyai peranan
dan kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu pilar penyangga keberhasilan dalam
mencapai tujuan Perseroan. Oleh karena itu setiap Karyawan dituntut dapat berpartisipasi dan
berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang
dinamis, harmonis, selaras, serasi, dan seimbang antara Perseroan dan Karyawan karena setiap
karya dan tugas yang dikontribusikan oleh setiap Karyawan akan mendukung keberhasilan
Perseroan.

Dalam melakukan hubungan dengan Karyawan, Perseroan melakukan hal-hal sebagai berikut:

a.

Melakukan penataan pekerjaan dengan baik sehingga memotivasi dan memberdayakan
Karyawan.

Mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka meningkatkan
produktivitas kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang sejalan dengan kompetensi dan
kebutuhan Perseroan.

Menerapkan reward dan punishment secara adil sesuai dengan prestasi dan tingkat kesalahan
Karyawan.

Memberikan hak kepada Karyawan untuk berserikat sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.

Mengusahakan agar skema remunerasi yang diterima Karyawan, secara umum mengikuti
peraturan, layak dan kompetitif dengan industri sejenis.

Memberikan perlindungan yang layak bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap Karyawan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Menjaga dan menghormati hak asasi Karyawan seperti kebebasan Karyawan dalam
menentukan aspirasi politik sepanjang tidak mengganggu kegiatan operasional Perseroan dan
ketenteraman di antara Karyawan.
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h.

Memberikan kesempatan yang sama untuk semua Karyawan PT SMI untuk mendapatkan
pekerjaan dan promosi.

3. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham

Kepentingan Pemegang Saham merupakan prioritas Perseroan. Karena itu Perseroan memiliki
komitmen untuk:

a.
b.

Melaksanakan mandat yang diberikan oleh Pemegang Saham.

Berusaha meningkatkan nilai Perseroan dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan
dan pencapaian laba Perseroan yang berkelanjutan.

Menghormati dan menjamin bahwa hak-hak Pemegang Saham sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan serta peraturan lain yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik secara transparan, adil,
tepat waktu dan lancar.

Senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka untuk meningkatkan nilai
Pemegang Saham.

Memberikan informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan kepada
Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjalankan setiap keputusan RUPS sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang —
undangan yang berlaku.

Melaksanakan seluruh kewajiban Perseroan kepada Pemegang Saham sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Etika Perseroan dengan Kreditur/Investor

Salah satu peran Perseroan adalah sebagai katalisator pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu
PT SMI juga melakukan fungsi sebagai intermediary antara pihak kreditur/investor sebagai
penyedia dana dan pemilik proyek sebagai pihak yang membutuhkan dana. Perseroan menjalankan
peran tersebut demi mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Perseroan juga membuka
komunikasi yang terarah dengan pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan infrastruktur di
Indonesia seperti Pemerintah Pusat, Daerah, Lembaga Pembiayaan, dan lain sebagainya.

Dalam berhubungan dengan kreditur/investor, Perseroan mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

a.

Menyediakan informasi yang transparan, akurat, tepat waktu, aktual dan prospektif bagi calon
kreditur/investor.

Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat
dipertanggungjawabkan.

Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul
perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (fairness) dan keterbukaan (transparency).
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d. Memenuhi kewajiban kepada kreditur/investor sesuai perjanjian/kesepakatan dengan
kreditur/investor.

e. Memberikan informasi secara terbuka, akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana untuk
meningkatkan kepercayaan kreditur/investor.

f. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur/investor untuk meningkatkan pertumbuhan
Perseroan.

g. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk melindungi kepentingan kreditur.

5. Etika Perseroan dengan Debitur/Klien/Pengguna Jasa

Kesuksesan Perseroan tergantung kepada terbentuknya hubungan yang harmonis dan komunikatif
dengan debitur/klien/pengguna jasa berdasarkan integritas, perilaku etis, profesional, nama baik, dan
hubungan saling percaya.

Perseroan mempunyai komitmen untuk secara terus-menerus mengembangkan budaya pelayanan
yang profesional dan berkualitas, dengan selalu berusaha mengutamakan kualitas untuk kepuasan
debitur/klien/pengguna jasa tanpa mengabaikan kepentingan Perseroan, serta membangun hubungan
jangka panjang yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

Perseroan berusaha memahami kebutuhan debitur/klien/pengguna jasa serta berupaya untuk
senantiasa:

a. Mengutamakan kualitas dalam setiap produk pembiayaan.

b. Dalam setiap interaksi dengan debitur/klien/pengguna jasa, selalu mengutamakan kepuasan
debitur/klien/pengguna jasa dengan tetap mengacu pada peraturan internal Perseroan serta
peraturan perundangan yang berlaku.

c. Memberikan informasi yang relevan kepada debitur/klien/pengguna jasa secara transparan,
akurat, dan tepat waktu mengenai segala syarat, kondisi, hak, dan kewajibannya.

d. Mematuhi setiap kesepakatan bisnis yang disusun dalam dokumen tertulis berdasarkan itikad
baik serta saling menguntungkan namun tetap dalam batas ketentuan yang berlaku.

e. Memastikan bahwa promosi produk/jasa Perseroan dilakukan secara transparan dan tidak
menyesatkan publik.

f.  Memberikan hasil yang optimal dengan integritas yang tinggi, jujur dan profesional.

g. Menghindari dan mencegah adanya Benturan Kepentingan dan praktek Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme (“KKN”).

h. Menerapkan GRC (Governance, Risk & Compliance) yang baik.
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6. Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa

Prinsip-prinsip hubungan dengan Penyedia Barang dan Jasa adalah terwujudnya pengadaan barang
dan jasa secara efisien, efektif, transparan, bersaing, serta adil dan wajar sehingga akan diperoleh
barang maupun jasa yang mememuhi QCDS (Quality, Cost, Delivery, Service) sesuai dengan
persyaratan teknis yang diharapkan. Untuk itu, dalam proses pengadaan barang dan jasa, Perseroan
akan menjalankan proses kompetisi secara fair, terbuka dan profesional. Perseroan berkomitmen
untuk:

a. Menghindari praktik KKN.

b. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk kepentingan
pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan
Perseroan.

c. Melaksanakan pengadaan sesuai dengan kebijakan Perseroan terkait pengadaan barang dan jasa
Perseroan.

d. Menjamin terlaksananya proses pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Etika Perseroan dengan Mitra Kerja

Perseroan meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan
mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara:

a. Membuat perjanjian kerja yang terbuka, berimbang dan saling menguntungkan (win-win
solution) dengan mitra kerja dan tidak melanggar kebijakan dan persyaratan hukum yang
berlaku.

b. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai best practice yang berlaku.

c. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik
dalam rangka peningkatan kinerja.

8. Etika Perseroan dengan Masyarakat

Perseroan menyadari pentingnya tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh
karena itu, Perseroan memiliki komitmen sebagai berikut:

a. Membangun dan memelihara kerjasama yang harmonis bagi lingkungan masyarakat di sekitar
Perseroan.

b. Dalam menjalankan aktivitas usaha, Perseroan berusaha mengurangi seminimal mungkin
dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial.

c. Perseroan menghormati peraturan hukum, nilai-nilai lokal dan norma-norma yang berlaku di
wilayah dimana Perseroan melakukan usaha.

d. Perseroan turut memberikan kontribusi terhadap kegiatan kemanusiaan, baik secara moral
maupun finansial.
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e. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan.

f.  Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perseroan

dalam batas tertentu.

g. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perseroan kepada masyarakat.

h. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar

suku, agama, ras dan antar golongan.

9. Etika Perseroan dengan Lembaga Keuangan Lainnya

Dalam menjalankan mandat, Perseroan diharapkan memberikan fasilitasi kolaborasi yang baik

dengan pemangku kepentingan dan Lembaga Keuangan lain, dengan:

a. Mengutamakan kolaborasi yang baik dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan
bermutu yang bersifat komplementer dengan Lembaga Keuangan lainnya.

b. Melaksanakan survey kepuasan kepada Lembaga Keuangan lainnya sehubungan kerja sama

dengan Perseroan.

10. Etika Perseroan dengan Media

Media cetak maupun media elektronik, merupakan pihak yang memiliki kekuatan untuk turut

membentuk citra Perseroan di mata para pemangku kepentingan.

Komunikasi dengan media massa dilakukan oleh unit yang ditunjuk oleh Perseroan, oleh karena itu

Perseroan memiliki komitmen untuk :

a. Memaksimalkan fungsi media untuk menciptakan citra positif Perseroan dan menjadikan media

sebagai salah satu media promosi dengan prinsip saling menghormati.

b. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat, relevan, serta selektif kepada media massa.

c. Menerima dan menindaklanjuti kritik — kritik membangun yang disampaikan melalui media,

namun tetap memperhitungkan aspek risiko dan biaya.

Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)

Hal 12/26



javascript:ClickThumbnail(2)

ETIKA USAHA & TATA PERILAKU | Revisi ke: -

(Code of Conduct) Perubahan ke: -

TATA PERILAKU BAB -1V

Tata Perilaku yang berlaku untuk seluruh Insan PT SMI dalam menjalankan tugasnhya sebagaimana
penjelasan berikut:

1. Interaksi Kerja Sesama Insan PT SMI

Insan PT SMI wajib melakukan interaksi dalam bekerja yang berlandaskan sikap:

a.
b.

C.

Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal.
Jujur, sopan dan tertib.

Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah
diutamakan dengan musyawarah mufakat.

Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mengalihkan pengetahuan dan kemampuan.
Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.

Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif
secara santun.

Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras antar golongan, termasuk paham atau aspirasi
politik.

Menghindari Benturan Kepentingan, pelanggaran norma yang hidup dalam masyarakat dan
penyalahgunaan jabatan.

2. Kepatuhan Terhadap Hukum, Ketentuan dan Peraturan Lain

Insan PT SMI memiliki komitmen untuk mematuhi segala produk hukum atau peraturan yang
berlaku dalam kegiatan Perseroan, dengan cara:

a.

Mematuhi ketentuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan
usaha Perseroan.

Mematuhi ketentuan Pemerintah dan memperhatikan kesepakatan/pedoman dari asosiasi usaha
dalam seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Mengedepankan penyelesaian melalui jalur musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap
perselisihan dengan pihak lain, menempuh jalur hukum bila musyawarah tersebut tidak
membuahkan hasil, dan menghormati hasil dari proses hukum tersebut.

Tidak melakukan pembayaran untuk tujuan dan/atau dengan cara yang melanggar hukum serta
terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum.

Tidak melakukan transaksi usaha dengan pihak-pihak yang dananya diduga berasal dari
kegiatan pencucian uang (money laundering).

Mendukung proses penegakan hukum dengan memberikan informasi yang lengkap dan relevan
kepada penegak hukum.
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3. Menjaga Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3LL) Serta
Pelestarian Lingkungan

Insan PT SMI menjadikan keamanan, K3LL serta pelestarian lingkungan sebagai bagian dari
budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan
lingkungan, dengan cara:

a.

Menerapkan kebijakan Perseroan terkait manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di
lingkungan Perseroan.

Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem
keamanan, K3LL dan pelestarian lingkungan di lingkungan kerja secara konsisten.

Mengupayakan perbaikan berkelanjutan atas berbagai infrastruktur yang berkaitan dengan
K3LL.

Melakukan upaya antisipatif terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan
keamanan, kecelakaan, pencemaran dan bencana alam.

Menyertakan partisipasi Karyawan sebagai bagian upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan
dan keselamatan kerja.

Melaksanakan program kepedulian akan penyelamatan lingkungan yang antara lain
diimplementasikan melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL).

4. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan

Insan PT SMI harus menjaga Informasi non Publik Perseroan, yang mencakup segala sesuatu mulai
dari kontrak dan informasi harga sampai rencana pemasaran, spesifikasi teknis, dan informasi
tentang Karyawan.

Insan PT SMI memanfaatkan data dan informasi Perseroan untuk meningkatkan nilai tambah
Perseroan dan pengambilan keputusan dengan cara:

a.
b.

Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.

Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada Stakeholders dengan tetap
mempertimbangkan kepentingan Perseroan.

Menghindari penyebarluasan data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan
baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.

Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perseroan pada saat berhenti bekerja.
Terkait dengan kerahasiaan data dan Informasi Perseroan:
i. Informasi non Publik

Insan PT SMI tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan Informasi non Publik kepada
siapa pun di luar Perseroan, termasuk kepada keluarga dan teman, kecuali jika
pengungkapan itu diperlukan untuk kepentingan bisnis dan diwajibkan peraturan
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perundangan yang berlaku dan harus melakukan tindakan secara hati-hati (prudent) seperti
pelaksanaan perjanjian kerahasiaan untuk mencegah penyalahgunaan informasi.

Insan PT SMI tidak diperbolehkan untuk mengungkapkan Informasi non Publik kepada
orang lain di dalam Perseroan, kecuali jika terdapat alasan bisnis yang jelas dan diwajibkan
peraturan perundangan yang berlaku bahwa pihak tersebut perlu mengetahui informasi
tersebut dan komunikasi telah dikelompokkan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan
oleh Perseroan.

Insan PT SMI wajib melindungi Informasi non Publik Perseroan setiap waktu, termasuk di
luar tempat kerja dan jam kerja, dan bahkan setelah masa kerjanya berakhir.

Divisi Sekretariat Perusahaan (DSP) dan Divisi Hukum (DH) dapat menerbitkan
pemberitahuan mengenai penahanan arsip jika ada gugatan atau ancaman gugatan, atau
penyelidikan pemerintah. Insan PT SMI harus mematuhi arahan yang terkandung dalam
pemberitahuan ini untuk mencegah Perseroan dan Karyawan menghadapi risiko hukum
yang berat.

ii. Insider Trading

Memperdagangkan saham atau surat berharga berdasarkan Informasi non Publik yang
bersifat material, atau memberikan Informasi non Publik yang bersifat material kepada
orang lain sehingga mereka dapat memperdagangkannya dan mendapatkan keuntungan
atas informasi tersebut, hal ini merupakan tindakan illegal yang dapat menimbulkan
tuntutan hukum.

iii. Privasi
Insan PT SMI harus menghormati privasi semua pihak. Penanganan data pribadi harus
dilakukan dengan cara:
- bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
- bertindak sesuai dengan setiap kewajiban kontrak yang terkait;

- mengumpulkan, menggunakan, dan mengolah informasi hanya untuk keperluan bisnis
yang sah;

- membatasi akses ke informasi hanya kepada pihak-pihak yang memiliki keperluan
bisnis yang sah untuk mendapatkan informasi itu; dan

- berusaha mencegah pengungkapan tanpa izin.

Khusus untuk mendukung proses penegakan hukum, Insan PT SMI harus memberikan
informasi yang lengkap dan relevan kepada penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

5. Perlindungan dan Penggunaan Aset Secara Layak

Insan PT SMI wajib melindungi properti dan Aset Perseroan dan mengoptimalkan penggunaannya
dengan cara:
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b.

C.

Menggunakan properti dan Aset Perseroan untuk keperluan bisnis yang sah dan menghindarkan
penggunaannya di luar kepentingan Perseroan.

Mengamankan properti dan Aset Perseroan dari kerusakan dan kehilangan.

Melakukan penghematan pemakaian sumber daya.

Dalam kebijakan ini diatur bahwa Insan PT SMI tidak diperkenankan:

a.

Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja sehingga mengganggu pelaksanaan
pekerjaannya.

Menggunakan komputer dan peralatan Perseroan untuk bisnis sampingan, atau kegiatan illegal
atau tidak etis seperti berjudi, pornografi, atau hal lain yang melanggar kesusilaan dan hukum
yang berlaku.

Memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri seperti menggunakan
kedudukan di Perseroan, atau mencuri properti/Aset Perseroan.

Apabila terdapat kebijakan Perseroan yang memungkinkan pengunaan beberapa Aset Perseroan
untuk kepentingan pribadi, seperti mobil atau ponsel Perseroan, maka perlu selalu dipastikan
kepatuhan atas kebijakan tersebut dengan Divisi Umum dan Pengadaan sebagai unit yang
mengelola Aset Perseroan dan/atau melakukan konsultasi melalui Pejabat Etika apabila terdapat
hal-hal terkait penggunaan Aset Perseroan yang perlu dikonfirmasikan.

6. Pengungkapan Informasi Keuangan

Perseroan berkomitmen untuk mengungkapkan informasi keuangan dengan:

a.

Menyusun dan memaparkan laporan-laporan dan informasi yang relevan untuk publik sesuai
dengan standar pelaporan pasar modal dan standar yang berlaku lainnya.

Menyusun dan menerapkan pengendalian internal yang memadai untuk mencegah dan
mendeteksi adanya kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan Perseroan.

Memastikan bahwa setiap transaksi dicatat secara akurat, baik dalam hal jumlah maupun
klasifikasi, di dalam pembukuan Perseroan.

Tidak membuat laporan keuangan ganda untuk tujuan apapun.

Pengungkapan secara cukup (adequate disclosure) dalam laporan keuangan dan pemberitahuan
kepada Pemegang Saham jika terdapat transaksi dengan pihak yang memilliki hubungan
istimewa.

Perseroan tidak memberikan toleransi terhadap setiap penyajian pelaporan keuangan yang
menyesatkan.
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7. Menghindari Benturan Kepentingan

Insan PT SMI wajib melakukan tindakan untuk menghindari Benturan Kepentingan. Benturan
Kepentingan merupakan suatu kondisi adanya pertentangan kepentingan antara individu dan
Perseroan yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi merugikan Perseroan baik
kerugian material dan non-material.

Untuk menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya Benturan Kepentingan dan
penyalahgunaan jabatan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Insan PT SMI tidak diperkenankan menempatkan diri pada posisi atau situasi yang dapat
menimbulkan kondisi, situasi dan kesan adanya Benturan Kepentingan.

b. Apabila benturan terjadi, Insan PT SMI wajib memastikan adanya perlakuan adil kepada
Perseroan dan/atau Stakeholders dengan memberikan pengungkapan yang cukup atau
sementara berhenti melaksanakan tugas.

Benturan Kepentingan dapat dihindari dengan cara:

a. Mengklarifikasi kapan seseorang memposisikan diri sebagai pribadi atau sebagai seorang Insan
PT SMI.

b. Tidak memanfaatkan atau menggunakan informasi Perseroan yang penting dan rahasia bagi
keuntungan pribadi.

c. Menghindari kepentingan ekonomi yang bersifat pribadi dalam organisasi mitra ataupun
rekanan.

d. Menghindari situasi yang dapat menyebabkan spekulasi adanya kecurigaan akan adanya
Benturan Kepentingan.

e. Mengungkapkan setiap kemungkinan Benturan Kepentingan sebelum kontrak/kesepakatan
disetujui.

f.  Semua Karyawan tidak boleh merangkap jabatan lain pada perusahaan lain atau memiliki usaha
yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan secara langsung maupun tidak langsung
dengan kepentingan Perseroan, kecuali apabila telah mendapatkan penugasan atau ijin tertulis
dari Perseroan.

g. Tidak menggunakan waktu Kkerja, fasilitas, dan Aset Perseroan untuk pekerjaan yang tidak ada
hubungannya dengan tugas Perseroan.

Dalam hal Insan PT SMI menghadapi kondisi yang menimbulkan keraguan apakah suatu kondisi
termasuk dalam kategori Benturan Kepentingan, maka Insan PT SMI wajib mengkonsultasikannya
kepada Pejabat Etika. Penilaian atas timbulnya Benturan Kepentingan oleh Pejabat Etika dilakukan
dengan pertimbangan yang wajar dan bijaksana.

8. Kolaborasi Yang Sehat Dengan Lembaga Keuangan Lainnya

Insan PT SMI mempunyai tanggungjawab untuk mengusahakan kolaborasi yang sehat yang antara
lain diwujudkan dengan:

Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) Hal 17/26



javascript:ClickThumbnail(2)

ETIKA USAHA & TATA PERILAKU | Revisi ke: -

(Code of Conduct) Perubahan ke: -

TATA PERILAKU BAB -1V

a. Menciptakan produk dan jasa yang inovatif dan berkualitas agar bisa berkolaborasi dengan
produk Lembaga Keuangan Lainnya guna mencapai mandat Perseroan.

b. Menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku industri/jasa lainnya,
untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan debitur.

c. Mendukung perilaku kolaboratif yang sehat dan menunjukkan sikap saling menghargai antar
Lembaga Keuangan Lainnya.

d. Mencegah upaya atau partisipasi pada pembayaran-pembayaran yang tidak wajar atau
penggunaan praktek-praktek yang tidak terpuji untuk dapat menjalankan mandat.

e. Menghargai hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual dengan tidak mencari dan
memanfaatkan informasi usaha secara ilegal.

9. Tidak Melakukan KKN dan Larangan Memberi dan Menerima Suap

Dalam rangka mewujudkan komitmen Perseroan menjadi good corporate citizen maka Perseroan
mendukung upaya yang dilakukan semua pihak dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas KKN.
Insan PT SMI wajib mendukung upaya Perseroan dalam menciptakan iklim bisnis yang bebas
KKN.

Setiap Insan PT SMI dilarang untuk melakukan setiap bentuk pemberian, permintaan, penerimaan
atau usaha untuk mendapatkan Suap. Oleh karena itu Perseroan mewajibkan Insan PT SMI untuk
senantiasa menerapkan etika kebijakan ini dan prinsip bisnis yang berlaku secara umum.

Dalam hal dijumpai suatu kondisi yang berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran dan/atau
membutuhkan pendapat atas kewajaran dan kepatuhan, maka Insan PT SMI wajib
mengkonsultasikannya kepada Pejabat Etika.
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10. Hadiah

11.

Perseroan melarang Insan PT SMI untuk memberikan dan/atau menerima Hadiah, dalam bentuk
apapun diluar ketentuan/syarat, sebagai berikut:
a. Pemberian Hadiah:

i. Menunjang kepentingan Perseroan.

ii. Tidak dalam hubungan dengan jabatannya.

iii. Tidak dimaksudkan untuk menyuap atau memberikan gratifikasi yang dilarang.

iv. Pemberian tidak diperbolehkan dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum serta
tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi suatu keputusan yang bertentangan dengan
kepatutan.

v. Telah dianggarkan oleh Perseroan, dan

vi. Diberikan dalam bentuk natura dalam batas kepatutan atau kegiatan olahraga bersama,
jamuan makan sederhana dan kegiatan kebersamaan lainnya yang ditujukan untuk
kepentingan Perseroan.

b. Penerimaan Hadiah:

i. Menunjang kepentingan Perseroan.

ii. Tidak dalam hubungan dengan jabatannya.

iii. Tidak ditujukan untuk kepentingan individu.

iv. Tidak dimaksudkan untuk menerima suap atau menerima gratifikasi yang dilarang.

vii. Penerimaan tidak diperbolehkan dalam bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum serta
tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi suatu keputusan yang bertentangan dengan
kepatutan.

v. Diterima dalam bentuk cinderamata Perusahaan, natura dalam batas kepatutan atau
kegiatan olahraga bersama, jamuan makan sederhana dan kegiatan kebersamaan lainnya.

Apabila Insan PT SMI mendapatkan tawaran Hadiah diluar dari pembatasan yang diuraikan di atas,
maka dengan sopan perlu ditolak dengan memberikan penjelasan terkait peraturan Perseroan.
Apabila pengembalian Hadiah dirasakan dapat menyinggung sehingga memutuskan hubungan baik
yang dibina, atau keadaan tidak memungkinkan pengembalian Hadiah tersebut, maka Insan PT SMI
dapat menerimanya dengan syarat harus menginformasikan kepada Pejabat Etika. Pejabat Etika
akan bekerjasama untuk menyumbangkan Hadiah ke badan amal, atau membagikan, atau
mengundinya untuk sekelompok besar karyawan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana
diatur dalam kebijakan Perseroan terkait gratifikasi yang berlaku.

Terkait dengan penerimaan dan pemberian Hadiah maka apabila dijumpai suatu kondisi atau
aktivitas yang berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran dan/atau membutuhkan pendapat atas
kewajaran dan kepatutan, maka Insan PT SMI wajib mengkonsultasikan hal tersebut kepada Pejabat
Etika. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan penerimaan Hadiah dan diatur dengan
kebijakan Perseroan terkait pengendalian gratifikasi.

Donasi/Sumbangan

Perseroan melarang Insan PT SMI untuk memberi dan/atau menerima Donasi/sumbangan kepada
dan dari pihak ketiga dalam bentuk apapun kecuali atas Donasi/sumbangan untuk tujuan sosial atau

Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) Hal 19/26



javascript:ClickThumbnail(2)

ETIKA USAHA & TATA PERILAKU | Revisi ke: -

(Code of Conduct) Perubahan ke: -

TATA PERILAKU BAB -1V

12.

amal, sepanjang dalam batas kepatutan. Donasi/sumbangan untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan pemberian dan penerimaan Donasi/sumbangan maka apabila dijumpai suatu kondisi
atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan adanya pelanggaran dan/atau membutuhkan pendapat
atas kewajaran dan kepatutan, maka Insan PT SMI wajib mengkonsultasikanya pada Pejabat Etika.

Kontribusi dan Aktivitas Politik

Perseroan menerapkan kebijakan untuk tidak memberikan sumbangan dalam bentuk apapun kepada
kandidat untuk jabatan politik, pejabat dari sebuah partai politik, atau komite atau organisasi yang
ikut serta dalam pemilihan umum bagi seorang kandidat tertentu untuk suatu jabatan politik di
Indonesia maupun di negara-negara lain.

Peraturan ini tidak melarang Insan PT SMI dalam kapasitas mereka sebagai individu dalam
memberikan dukungan kepada kandidat, komite politik, partai politik sebagaimana diijinkan oleh
hukum yang berlaku.

Perseroan menjamin hak asasi Insan PT SMI sebagai warga negara dalam hal berkumpul,
berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi sosial politiknya.

Perseroan memberikan ketentuan sebagai berikut:

a. Insan PT SMI yang menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi anggota legislatif, harus
mengundurkan diri dari Perseroan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tidak menggunakan fasilitas dan/atau sumber daya Perseroan untuk kepentingan
golongan/partai politik tertentu.

c. Tidak menggunakan jam kerja dan wewenang jabatannya untuk mendukung aspirasi partai
politik tertentu.

d. Tidak bertindak diskriminatif terhadap Insan PT SMI yang memiliki pandangan politik yang
berbeda.

e. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan
ornamen partai politik di lingkungan Perseroan.
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Kebijakan ini didesain untuk memastikan bahwa Insan PT SMI selalu berperilaku sama di dalam
Perseroan dan saat berurusan di luar Perseroan, untuk itu perlu dipastikan penegakan kepatuhan atas
kebijakan dan apabila terdapat pelanggaran maka hal ini harus dilaporkan dengan memperhatikan hal-
hal yang diatur sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

a.

Komite Etika bertanggung jawab untuk memastikan penegakan etika dan memutuskan hal-hal
terkait penegakan etika dan Tata Perilaku sesuai dengan kewenangannya, misalnya sanksi yang
diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Insan PT SMI.

Penetapan Komite Etika akan diatur terpisah dalam Surat Keputusan Direksi atau Surat
Keputusan Komisaris. Anggota Komite Etika tidak diperkenankan memiliki keterkaitan dengan
pelanggaran yang dilaporkan.

Pejabat Etika adalah pelaksana harian yang bertanggung jawab untuk memutuskan beberapa
aspek penegakan etika dan sebagai penasehat atas pertanyaan yang diajukan oleh Insan PT SMI
dalam penegakan etika. Direksi menetapkan Pejabat Etika sesuai ketentuan internal yang
berlaku.

Pejabat Etika membuat Laporan Pelanggaran Etika dan Laporan Situasi yang Berpotensi
Menimbulkan Pelanggaran Etika kepada Direksi secara triwulanan.

Khusus untuk laporan yang terkait dengan Situasi yang Berpotensi Menimbulkan Pelanggaran
Etika, minimal memuat:

= Situasi tertentu yang dihadapi

»= Tanggal terjadinya

= Data Penerima

= Data Pengirim

= Tindak lanjut yang dapat direkomendasikan

Penetapan dan pelaksanaan Pejabat Etika akan diatur terpisah dalam Surat Keputusan Direksi.

2. Pelaporan Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)

Pada dasarnya Perseroan telah menyediakan media pelaporan pelanggaran melalui Whistle Blowing
System Perseroan dan menyarankan pelaporan melalui media tersebut dengan ketentuan mengacu
kepada kebijakan Perseroan terkait Sistem Pelaporan Pelanggaran (“SPP/Whistle Blowing
System”).

Selain melalui Whistle Blowing System Perseroan, Insan PT SMI dapat menyampaikan laporan
mengenai dugaan pelanggaran terhadap Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) secara
pribadi dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. Penyampaian melalui surat atau email dengan menyertakan dokumen — dokumen pendukung
kepada atasan yang langsung membawahinya.

Terkait dengan pelaporan tersebut, atasan langsung yang menerima pelaporan dapat
mengarahkan kepada pelapor untuk melapor melalui Whistle Blowing System Perseroan. Dalam
hal pelapor merasa keberatan, maka atasan yang menerima laporan dapat berkoordinasi dengan
Petugas Pengelola SPP/Whistle Blowing System untuk mengadministrasikan laporan tersebut
ke dalam Whistle Blowing System sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal subjek laporan adalah atasan langsung, maka laporan disampaikan kepada atasan
tidak langsung atau melalui pelaporan Whistle Blowing System Perseroan.

b. Penyampaian melalui surat atau email dengan menyertakan dokumen — dokumen pendukung
kepada Pejabat Etika.

Terkait dengan pelaporan tersebut, Pejabat Etika yang menerima pelaporan dapat mengarahkan
kepada pelapor untuk melapor melalui Whistle Blowing System Perseroan, tetapi dalam hal
pelapor merasa keberatan, maka Pejabat Etika dapat mengadministrasikan laporan yang
diterima melalui Whistle Blowing System dengan berkoordinasi dengan petugas pengelola
SPP/Whistle Blowing System, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Penyampaian melalui Whistle Blowing System Perseroan, dengan mekanisme sebagaimana
diatur pada kebijakan Perseroan terkait SPP/Whistle Blowing System.

Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat kaleng) akan diberlakukan sebatas sebagai
informasi awal dimana tindaklanjutnya tergantung pada tingkat keyakinan Pejabat Etika atas
kebenaran substansi yang dilaporkan.

3. Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of
Conduct)

Perseroan akan menindaklanjuti semua laporan tentang kemungkinan pelanggaran dan bertekad
untuk menjaga kerahasiaan dan menyelidiki semua tuduhan secara seksama.

Mekanisme tindak lanjut penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku
(Code of Conduct) mengacu kepada kebijakan Perseroan terkait SPP/Whistle Blowing System.

4. Keputusan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of
Conduct)

Komite Etika membuat semua keputusan tentang pelanggaran kebijakan dan sanksi. Pihak-pihak
yang dinyatakan melanggar kebijakan diperkenankan untuk mengajukan pertimbangan kembali
atas keputusan tentang pelanggaran dan sanksi.

Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) Hal 22/26


javascript:ClickThumbnail(2)

ETIKA USAHA & TATA PERILAKU Revisi ke: -

(Code of Conduct) Perubahan ke: -

PENEGAKAN & PELAPORAN

ETIKA & PERILAKU BAB -V

5. Penghargaan & Sanksi Atas Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)
a. Penghargaan

Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada pihak — pihak yang dianggap memberikan
keteladanan dalam penerapan Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) Perseroan.

b. Sanksi

Insan PT SMI yang terbukti melakukan pelanggaran kebijakan dikenakan sanksi sesuai dengan
berat/ringan, sifat, dan seringnya pelanggaran dilakukan. Pemberian sanksi mengacu pada
Anggaran Dasar dan kebijakan internal (antara lain kebijakan Perseroan terkait SPP/ Whistle
Blowing System). Komite Etika dilibatkan dalam pemberian sanksi atas pelanggaran yang
dilakukan oleh Insan PT SMI.

6. Konsultasi Terhadap Situasi yang Berpotensi Menimbulkan Pelanggaran Etika Usaha &
Tata Perilaku (Code of Conduct)

Terhadap situasi tertentu yang dihadapi oleh Insan Perseroan yang berpotensi menimbulkan adanya
pelanggaran terhadap Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) yang berlaku, seperti namun
tidak terbatas pada penggunaan Aset Perseroan di luar bidang kerja dan situasi Benturan
Kepentingan tertentu maka Insan PT SMI harus melakukan konsultasi dengan Pejabat Etika atas
kondisi tersebut. Dalam hal Pejabat Etika tidak dapat memberikan rekomendasi atas kondisi
tersebut, Pejabat Etika dapat meminta masukan kepada Komite Etika.
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1. Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) ini didasarkan kepada semangat untuk menerapkan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Tata Nilai Perseroan.

2. Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) PT SMI adalah aturan normatif dan merupakan
standar minimal yang harus dipatuhi oleh Insan PT SMI dalam menjalankan tugas sehari-hari.

3. Apabiladalam Etika Usaha dan Tata Perilaku PT SMI terdapat ketentuan yang nilainya lebih rendah
dari ketentuan peraturan perundang — undangan yang berlaku, maka yang dipakai adalah peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Setiap Insan PT SMI wajib memahami Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) dan
menjalankannya dalam kegiatan usaha sehari-hari, dalam rangka memastikan bahwa Etika Usaha
& Tata Perilaku (Code of Conduct) ini telah disampaikan, dimengerti serta ditaati seluruh Insan PT
SMI maka perlu dipertegas dengan membuat Surat Pernyataan sebagaimana diatur pada Lampiran
l.

5. Perseroan akan selalu mengkaji Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) ini secara
berkesinambungan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan Etika Usaha & Tata Perilaku (Code
of Conduct) yang akan dilakukan oleh Pejabat Etika.
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Lampiran I - Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama

NIK

Jabatan

Divisi

Direktorat

sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Saya, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya telah menerima, membaca, memahami dan akan terus mematuhi ketentuan-ketentuan di
dalam kebijakan internal serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku di PT Sarana Multi
Infrastruktur (Persero) ("PT SMI”) termasuk namun tidak terbatas pada Etika Usaha dan Tata
Perilaku dan Peraturan Perusahaan PT SMI Periode Tahun 2017 — 2019 (“Peraturan
Perusahaan”).

2. Pernyataan ini berlaku terus menerus selama Saya menjadi karyawan termasuk apabila di

kemudian hari terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi Saya yang antara lain disebabkan
pemindahan tugas Saya pada unit kerja lain.

3. Dalam hal di masa yang akan datang diketahui adanya pelanggaran atas pernyataan-pernyataan
di atas, maka Saya bersedia menerima sanksi sebagaimana diatur di dalam Peraturan
Perusahaan PT SMI.

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

( Tanda Tangan )
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Lampiran Il - Surat Pernyataan Pejabat Yang Bertanggung Jawab atas Penerapan Etika Usaha
dan Tata Perilaku (Code of Conduct)

SURAT PERNYATAAN PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB
ATAS PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU
(CODE OF CONDUCT)

Sehubungan dengan pemberlakuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) PT Sarana
Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI), saya menyatakan bahwa: :

1. telah mendistribusikan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct) kepada Manajemen dan
Karyawan PT SMI,

2. telah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi kepada Manajemen dan
Karyawan PT SMI,

3. telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Etika Usaha dan Tata Perilaku
(Code of Conduct) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya,

4. telah melaporkan semua pelanggaran secara lengkap kepada Direksi,

5. telah melaksanakan semua pemberian sanksi disiplin dan tindakan pembinaan/perbaikan yang harus
dilakukan.

(Tempat) (Tanggal, Bulan, Tahun)

Nama
NIK

Jabatan

Tanda tangan

Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct) Hal 26/26


javascript:ClickThumbnail(2)

	Insert from: "Etika Tata Perilaku (Code Of Conduct) 2021.pdf"
	PERNYATAAN KOMITMEN
	BAB I : PENDAHULUAN
	1. Latar Belakang
	2. Maksud & Tujuan
	3. Ruang Lingkup
	4. Landasan Hukum
	5. Definisi & Istilah
	1.

	BAB II : VISI, MISI DAN TATA NILAI PERSEROAN
	1. Visi dan Misi Perseroan
	2. Tata Nilai Perseroan (Corporate Values)

	BAB III: ETIKA USAHA
	1. Etika Perseroan dengan Pemerintah
	2. Etika Perseroan dengan Karyawan
	3. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham
	4. Etika Perseroan dengan Kreditur/Investor
	5. Etika Perseroan dengan Debitur/Klien/Pengguna Jasa
	6. Etika Perseroan dengan Penyedia Barang dan Jasa
	7. Etika Perseroan dengan Mitra Kerja
	8. Etika Perseroan dengan Masyarakat
	9. Etika Perseroan dengan Lembaga Keuangan Lainnya
	10. Etika Perseroan dengan Media

	BAB IV : TATA PERILAKU
	1. Interaksi Kerja Sesama Insan PT SMI
	2. Kepatuhan Terhadap Hukum, Ketentuan dan Peraturan Lain
	3. Menjaga Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3LL) Serta Pelestarian Lingkungan
	4. Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan
	i.  Informasi non Publik
	ii.  Insider Trading
	iii.  Privasi

	5. Perlindungan dan Penggunaan Aset Secara Layak
	6. Pengungkapan Informasi Keuangan
	7. Menghindari Benturan Kepentingan
	8. Kolaborasi Yang Sehat Dengan Lembaga Keuangan Lainnya
	9. Tidak Melakukan KKN dan Larangan Memberi dan Menerima Suap
	10. Hadiah
	11. Donasi/Sumbangan
	12. Kontribusi dan Aktivitas Politik

	BAB V : PENEGAKAN & PELAPORAN ETIKA & PERILAKU
	1. Tanggung Jawab
	2. Pelaporan Pelanggaran  Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)
	3. Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)
	3. Penanganan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)
	4. Keputusan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku  (Code of Conduct)
	4. Keputusan Pelaporan Dugaan Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku  (Code of Conduct)
	5. Penghargaan & Sanksi Atas Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)
	6. Konsultasi Terhadap Situasi yang Berpotensi Menimbulkan Pelanggaran Etika Usaha & Tata Perilaku (Code of Conduct)

	BAB VI : PENUTUP
	BAB VII : LAMPIRAN
	Lampiran I - Surat Pernyataan
	Lampiran II - Surat Pernyataan Pejabat Yang Bertanggung Jawab atas Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct)



